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Pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) dimana semua orang bebas dan berhak untuk mendapatkannya, tidak boleh didiskriminasi dengan alasan kebangsaan, etnis, agama, ras, gender dan kekayaan. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan ayat (2) yang berbunyi : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam Undang-Undang”.
 

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, maka setiap negara berusaha menyusun program pendidikan nasional sebaik mungkin. Salah satu metode yang digunakan untuk mencapai sistem pendidikan dasar nasional adalah dengan berusaha menggunakan pendidikan yang formal untuk membawa kembali anak-anak ke sistem reguler, atau mengajarkan kepada mereka apa yang mereka perlukan untuk dapat hidup dari hari ke hari, dimana program tersebut dijalankan di sebagian besar negara-negara berkembang.

Pendidikan penting untuk menjamin kesempatan yang lebih baik dalam persamaan di tingkat global, tantangan yang ada menjadi sekolah sebagai cara yang ekonomis, menarik dan relevan bagi jalannya pendidikan masyarakat di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Kurikulum pendidikan yang relevan, jadwal pelajaran yang fleksibel dan pendidikan (guru) yang bermutu merupakan hal yang penting dalam menjaga kesinambungan program pendidikan. Pemerintah bersama dengan LSM-LSM, Industri dan Organisasi terkait membentuk kemitraan sosial yang diperlukan untuk memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah pendidikan baikformal maupun non-formal, dimana pendidikan itu sendiri diakui  sebagai salah satu masalah untuk mengasah kemampuan intelektual.
Di setiap negara, ketetapan pendidikan untuk anak dilindungi oleh konstitusi nasional negaranya, dan pada tingkat internasional yang berbicara mengenai akses agar pendidikan dapat didistribusikan secara merata. Dalam pencapaian tujuannya, PBB melalui UNESCO melaksanakan aktifitasnya. 

Pemberantasan Buta Huruf di Indonesia ini tidak dapat selesai dalam kurun waktu yang singkat, jika tidak ada kesempatan dan kerjasama yang sangat erat antara pihak pemerintah, khususnya Depdiknas dan UNESCO sebagai organisasi internasional yang memperhatikan masalah pendidikan.

United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) didirikan tanggal 4 November 1945. Organisasi ini lahir untuk menjalin kerjasama antar bangsa demi tercapainya cita-cita bersama, yakni perdamaian dunia. Hal yang menjadi tujuan UNESCO adalah bagaimana memberikan rasa aman dan kedamaian di dunia dengan cara mempromosikan atau pengkolaborasian antara negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan kebudayaan dan komunikasi yang bertujuan agar lebih bisa memberikan keadilan secara universal, untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar yang ditujukan bagi masyarakat di dunia, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, bahasa atau religi sesuai dengna perjanjian Bangsa-bangsa yang tercantum dalam deklarasi PBB.

Dalam usaha mencapai cita-cita perdamaian melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan komunikasi. UNESCO secara terus menerus mengadakan jalinan kerjasama dengan negara-negara anggotanya yang dijelmakan dalam bentuk konferensi, seminar, workshop, pelatihan, penelitian, kunjungan studi, dan kegiatan lain baik yang berskala internasional, regional maupun nasional yang tempat penyelenggaraannya sebagaian dipercayakan kepada negara-negara anggota.

Fokus UNESCO terhadap pendidikan yaitu pada tahun 1987 UNESCO meluncurkan kampanye Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Asia Pasifik. Konfrensi dunia tentang PUS kemudian diselenggarakan pada 5-9 Maret 1990 di Jomtien Thailand dan 2000 di Dakkar Senegal.

Deklarasi PUS di Jomtien menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan lebih daripada menyelesaikan pendidikan itu sendiri. Pendidikan dasar adalah fondasi pembelajaran seumur hidup dan pengembangan manusia dan atas dasar itu negara-negara dapat membangun secara sistematis tingkat pendidikan dan pelatihan selanjutnya.

Konfrensi Dunia tentang PUS menyatakan bahwa ruang lingkup pendidikan dasar meliputi :

1. Pendidikan awal dan perawatan anak usia dini

2. Universalisasi pendidikan dasar

3. Program pemberantasan buta huruf

4. Pendidikan berkelanjutan dan belajar seumur hidup.

UNESCO bukan saja mengusahakan dukungan pemerintah dan masyarakat untuk program kerjasama tetapi juga mencoba untuk mendorong kesadaran masyarakat umum atas kebutuhan manusia dan sarana untuk memenuhinya melalui dukungan dengan pemerintah, pemimpin masyarakat, para pendidik, dan para ahli lainnya dan kelompok kebudayaan,media dan masyarakat setempat. Untuk ini UNESCO sangat menghargai kemitraannya dengan komite-komite nasional untuk UNESCO dan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di negara-negara berkembang.
Keanggotaan Indonesia dalam UNESCO telah berlangsung sejak 1950. Pada tahun 1952 di bentuk panitia nasional indonesia untuk UNESCO dengan SK Mendikbud Nomor 37978/KAB tanggal 20 Oktober 1950, tujuannya untuk mengurus kerjasama dengan UNESCO dan mewakili Pemerintah Indonesia dalam badan tersebut. Pada tahun 1977 sesuai dengan perkembangannya kata panitia berubah menjadi lembaga dan pada akhirnya menjadi komisi, yaitu Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU).

Angka putus sekolah anak di usia pendidikan dasar (SD) berkisar 600.000-700.000 tiap tahun 200.000 diantaranya, merupakan anak kelas I-III. Hal ini berimbas pada program pemberantasan buta huruf di Indonesia jadi tidak maksimal. Tahun 2003 jumlah penyandang buta huruf di Indonesia mencapai 18 juta orang. Pemerintah saat ini, menghadapi persoalan serius dalam pemberantasan buta huruf. Sebab, program ini hanya menjangkau sekitar 150.000 anak putus sekolah.

Masalah yang lazim ditemui yaitu bagaimana mempertahankan mereka yang berada dibawah garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah agar tetap bersekolah. Letak geografis Indonesia yang cukup luas dan sulit alat transportasi juga menjadi masalah pendidikan nasional. Sampai kini sekolah konvensional khususnya mulai tingkat SLTP, SLTA apalagi perguruan tinggi masih terpusat di kota besar. Sementara di daerah masih jarang apalagi didesa-desa terpencil yang jauh disana. Jika kebetulan ada sekolah ini, mutu dan kelengkapan sarananya jauh tertinggal dari daerah perkotaan. Sedang penduduk Indonesia sebagaian besar berada di daerah pedesaan. Ini berarti anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi harus meninggalkan kampung halamannya dan bermukim di kota.
Selain itu keterbatasan sumber belajar, sarana belajar, tenaga guru, kesejahteraan guru, pengelolaan yang kurang profesional menjadikan kompleksitasnya sistem pendidikan nasional. Disini perlu segera dicari berbagai alternatif pendidikan. 

Pendidikan yang kurang bermutu dan efisien akan menyebabkan mutu sumber daya manusia menurun dan tidak produktif. Menyadari pendidikan sebagai faktor utama dalam membentuk masa depan bangsa, maka pemerintah memiliki gagasan untuk melanjutkan dan memprioritaskan universalisasi pendidikan dasar 9 tahun yang disebut wajib belajar Pendidikan Dasar.

Mengingat semakin meningkatnya buta huruf di Indonesia, maka UNESCO sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap pendidikan menyatakan keprihatinannya dengan memberikan perhatiannya yang sangat besar. Dalam hal ini UNESCO merasa bertanggungjawab dan berusaha menghimpun dana kemanusiaan untuk membantu pendidikan di Indonesia.
Sehubungan dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun UNESCO dalam bidang pendidikan kaitannya dalam mengatasi anak putus sekolah dan buta huruf  di Indonesia dengan menitikberatkan kepada beberapa mata kuliah pokok (core subject) dalam studi Hubungan Internasional yaitu Organisasi dan Administrasi Internasional.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul : “PERANAN UNITED NATIONS EDUCATION SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) DALAM MENGATASI BUTA HURUF DI INDONESIA”.
A. Identifikasi Masalah

Masalah mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi hambatan terbesar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah mendasar sekolah, seperti : penyediaan ruang belajar ruang belajar memadai, ketersediaan buku pelajaran bagi semua peserta didik, dan ketersediaan guru yang memiliki kompetensi mengajar siswa belum terpenuhi dengan baik.

PUS di deklarasikan tahun 1990 di Jomtien, Thailand dan tahun 2000 di Dakkar Senegal oleh UNESCO. Pemerintah Indonesia termasuk negara yang menandatangani kesepakatan tersebut. Dengan demikian, Indonesia harus memenuhi komitmen seperti memastikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak putus sekolah. Selain itu juga harus mengurangi tingkat buta huruf, terutama padaanak perempuan, menyediakan pendidikan dan program pelatihan kecakapan bagi orang dewasa, memperluas pendidikan bagi anak usia dini sampai meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
Berdasarkan hal diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Aktifitas-aktifitas apa saja yang dilaksanakan oleh UNESCO ke negara-negara berkembang terutama di Indonesia dalam melaksanakan program-programnya ?
2. Bagaimana kondisi umum buta huruf di Indonesia serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya buta huruf di Indonesia ?

3. Bagaimana pelaksanaan program UNESCO dalam mengatasi buta huruf  di Indonesia ?
1. Pembatasan Masalah
Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang akan dibahas, agar pembahasan ini tidak keluar dari topik yang penulis akan bahas, maka penulis lebih memfokuskan pembuatan skripsi ini pada variabel judul yang telah ditentukan, yang menitikberatkan pada masalah kerjasama UNESCO dengan Indonesia dalam bidang pendidikan, terutama dalam program pendidikan Untuk Semua (PUS), melalui pendidikan jarak jauh dalam universalisasi pendidikan dasar 9 tahun (wajar dikdas) dalam mengatasi anak putus sekolah dan buta huruf di Indonesia. Adapun periode yang akan diteliti oleh penulis mengenai hal tersebut dibatasi dari tahun 2001 sampai dengan 2003.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan maka perumusan masalah adalah : “Sejauhmana UNESCO melaksanakan fungsinya melalui program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dalam menangani buta huruf di Indonesia?”
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1.    Untuk mengetahui aktifitas-aktifitas dari program UNESCO di Indonesia 
2.    Untuk mengetahui kondisi umum buta huruf di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya buta huruf di Indonesia.

3.    Untuk mengetahui program UNESCO dalam mengatasi buta huruf di Indonesia.
2.  Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Ditujukan bagi pengembangan teori dalam bidang Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan core subject dalam Ilmu Hubungan Internasional.

2. Diharapkan menjadi sumbangan ilmiah dan informasi bagi studi Hubungan Internasional mengenai peranan UNESCO dalam memberikan bantuannya kepada Indonesia dalam mengatasi buta huruf di Indonesia.
3. Sebagai masukan bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia yang ditujukan kepada para pelaku pendidikan, pemegang kebijakan pendidikan, dan para pemerhati pendidikan yang menginginkan sistem pendidikan yang demokratis, kreatif dan berkualitas.

4. Merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.
C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
1. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan landasan tertulis yang kuat dalam menganalisa suatu permasalahan, maka penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli yang berkorelasi dengan objek penelitian yang akan peneliti teliti.

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah diuraikan di atas, ada baiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu mengenai Ilmu Hubungan Internasional yang merupakan disiplin ilmu yang menjadi objek penelitian penulis. 

Hubungan Internasional meliputi semua interaksi yang melibatkan fenomena sosial yang melintasi batas nasional suatu negara, baik yang menyangkut aspek ideologis, politik, hukum, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Hal ini menimbulkan kompleksitas dari realita yang terjadi serta memunculkan masalah yang menarik untuk dicari pemecahannya. Hubungan ini tidak hanya berupa kontak fisik atau temu muka secara langsung tetapi juga beberapa transaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomasi baik secara umum maupun khusus sehingga dalam perkembangannya mengarah pada kegiatan-kegiatan seperti perang, bantuan kemanusiaan, perdagangan internasional dan investasi, turisme dan juga olimpiade.

Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang bersifat interdisipliner, maksudnya Hubungan Internasional memiliki hubungan dengan ilmu lainnya dalam usahanya untuk mengkaji suatu masalah yang timbul walaupun perhatian utamanya tetap pada bidang hubungan antar negara dan pemerintah. Ilmu Hubungan Internasional juga merupakan bagian dari ilmu sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dari masyarakat internasional. Menurut K.J Holsti mengungkapkan tentang konsep Hubungan Internasional adalah :

Istilah Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar masyarakat yang berbeda apakah disponsori oleh pemerintah atau tidak. Studi Hubungan Internasional mencakup analisis kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa-bangsa tetapi karena minatnya yang berbeda-beda, ia mencakup juga mengenai serikat perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perdagangan nilai dan etnik  internasional.
 

Sedangkan menurut Suwardi Wiriatmamadja, dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional, mengatakan bahwa : “Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan antar kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak, dan cara berfikir dari manusia.

Setiap individu atau kelompok dalam kehidupan sosial di masyarakat baik secara nasional maupun internasional dalam melakukan hubungan mempunyai peranan, kegunaan peran untuk menentukan status dan suatu kedudukan dari individu atau kelompok yang berada pada suatu masyarakat.

Dalam hubungan antar bangsa pun tidak terlepas dari peranan yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan saling mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil.

Soejono soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar memberikan pengertian peranan sebagai berikut : “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.

Dalam Hubungan Internasional dewasa ini kerjasama internasional merupakan keharusan yang wajib dilakukan setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional, tentu saja dengan menghormati kedaulatan dan hak-hak negara lain. Dalam buku Organisasi dan Administrasi Internasional, Koesnadi Kartasasmita memberikan gambaran, batasan dan pengertian kerjasama internasional, sebagai berikut :

Kerjasama Internasional terjadi karena “nation understanding” dimana mempunayi arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.

Kerjasama internasional tidak selalu harus berbentuk organisasi internasional. Tetapi juga dilaksanakan melalui perjanjian (treaty) saja, yang bukan berupa perjanjian untuk membentuk suatu organisasi internasional. Seperti yang diketahui perjanjian internasional merupakan suatu hal yang dapat menciptakan hak-hak dan kewajiban yang mengikat pada hukum internasional dan juga menentukan hak dan kewajiban antar negara dan organisasi internasional.
Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam kajian studi hubungan internasional. Organisasi internasional merupakan interaksi antara negara dan non negara dalam suatu wadah yang berstruktur dan mempunyai fungsi. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan lebih tertib.

Dalam perkembangannya, organisasi internasional semakin tumbuh karena adanya berbagai kepentingan negara dalam komunitas masyarakat internasional yang majemuk dan diwujudkan dalam suatu tujuan yang terorganisir secara teratur. Keseluruhan organisasi dan perjanjian internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya hubungan interdependensi dan hubungan antar masyarakat dalam kehidupan internasional.

Meluasnya kepentingan kelompok yang ada untuk dapat mencapai tujuannya dirasakan perlu adanya suatu organisasi untuk mengatur tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam kelompok yang tergabung menjadi kelompok besar dalam masyarakat internasional dan terdapat di dalamnya suatu hubungan kerjasama internasional.

Organisasi Internasional dapat dikatakan tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar negara ke arah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama itu salah satunya melalui organisasi internasional, menurut T. May Rudy dalam bukunya Organisasi Internasional dan Administrasi Internasional, akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut :
 Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda.

Organisasi internasional tidak hanya menyangkut segi struktural saja tetapi juga segi fungsional. Dengan demikian organisasi internasional merupakan suatu wadah dari kegiatan administrasi internasional yang meliputi berbagai bidang kehidupan sosial dalam masyarakat internasional.

Dari segi ruang lingkupnya, fungsinya, kewenangannya dan lain sebagainya, ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih daripada satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Penggolongan organisasi internasional menurut T May Rudy, antara lain :

1. Organisasi Politik (Political Organization) yang didalam kegiatannya, mengandung masalah-masalah politik dalam hubungan internasional.

2. Organisasi administrasi (Administrative Organization) yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara Administratif.

3. Organisasi peradilan (Yudical Organization) yang menyangkut sengketa pada berbagai bidang kehidupan, menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan.

Pada prisipnya, oragnisasi internasional terbagi dalam dua kategori, yaitu Inter-Governmental Organization (IGOs) dan Non Govermental Organization (NGOs). IGOs merupakan institusi dimana anggota-anggotanya adalah delegasi resmi pemerintahan suatu negara, sedangkan NGOs dikenal sebagai asosiasi internasional yang bersifat khusus, terdiri dari kelompok keagamaan, ilmiah, sosial, budaya, teknik, dan ekonomi. Kegiatan mereka tersebut terlepas dari keterlibatan pemerintah secara langsung.

Ada beberapa contoh organisasi internasional yang ada di dunia seperti  organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam PBB ditetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Organisasi internasional tidak bertindak tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam suatu masalah, dan persetujuan kerjasama biasanya dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Organisasi tersebut tidak bertindak tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam suatu masalah, dan persetujuan kerjasama biasanya dibuat berdasarkan penyesuaian terhadap negara yang paling kecil tingkatannya untuk bersikap kooperatif.
Sementara menurut Jack L. Plano yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda dalam buku Kamus Hubungan Internasional, bahwa maksud dari organisasi internasional adalah :

Organisasi internasional adalah merupakan sebuah struktur atau lembaga yang resmi yang melintasi batas negara yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menunjang kerjasama diantara negara-negara dalam bidang keamanan, sosial, ekonomi, atau bidang-bidang lainnya yang berhubungan.

Disamping memiliki tujuan, organisasi internasional juga memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi dari organisasi internasional, yaitu :

1. Fungsi dan Organisasi internasional, diarahkan pada tempat-tempat primer kepada kegiatan-kegiatan promosional, yaitu memberikan inspirasi kerjasama antara negara-negara dan jika perlu baru ditunjukan pada tingkat kedua, yaitu kepada kegiatan-kegiatan operasional.

2. Apabila organisasi internasional bertindak operasional, maka organisasi internasional tersebut hanya berwenang untuk melakukan rekomendasi bukan membuat keputusan-keputusan yang mengikat.

3. Dalam banyak hal organisasi internasional hanya sedikit berbeda dengan konferensi internasional, dalam arti keputusan-keputusan yang mengikat tergantung pada putusan atau mayoritas negara-negara anggota bahkan lebih bersifat rekomendasi yang tidak mewajibkan. 

Organisasi internasional dibentuk atau didirikan dengan tujuan dan maksud untuk saling bahu membahu dalam memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi oleh negara-negara anggota maupun negara non-anggota. Sesuai dengan judul penelitian, peneliti menekankan pada peran UNESCO dalam mengatasi buta huruf di Indonesia. 
PBB mendirikan sebuah organisasi internasional yang dinamakan UNESCO (United Nations Education Scientific and Cultural Organization) yang didirikan tanggal 4 November 1945 pada konvensi London, yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

Organissai internasional yang mempunyai tujuan utamanya adalah bagaimana memberikan rasa aman dan kedamaian di dunia dengan cara mempromosikan atau pengkolaborasian antara negara melalui pendidikan, Ilmu pengetahuan kebudayaan dan kounikasi yang bertujuan agar lebih bisa memberikan keadilan secara universal, untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar yang ditujukan bagi masyarakat di dunia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, bahasa atau religi sesuai dengan perjanjian Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam deklarasi PBB.

United Nations Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai salah satu lembaga organisasi internasional yang membantu mendukung serta mendorong perkembangan pendidikan. Dalam hal ini UNESCO banyak memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, UNESCO dibantu dan bekerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional lainnya.
Dengan membantu pertumbuhan pendidikan di negara-negara berkembang dibentuklah UNESCO yang merupakan organisasi resmi PBB yang memfokuskan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Definisi dari UNESCO menurut Administrator of UNESCO sebagai berikut :

UNESCO adalah salah satu organisasi khussus PBB untuk memberikan rasa aman dan kedamaian di dunia dengan cara mempromosikan atau pengkolaborasian antara negara-negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan kebudayaan dan komunikasi yang bertujuan agar lebih bisa memberikan keadilan secara universal, untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar yang ditujukan bagi masyarakat di dunia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, bahasa atau religi sesuai dengan perjanjian Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Deklarasi PBB.

Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional yang sedang berkembang, menyadari pentingnya menjalin kerjasama dengan organisasi internasional dalam hal ini UNESCO. Karena tanpa adanya suatu jalinan kerjasama dengan organisasi ataupun negara lain, maka Indonesia tidak dapat mengatasi masalah pemerintahan dan proses pembangunannya.

Peran pendidikan sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Pendidikan yang berkualitas dan cemerlang merupakan usaha dalam mempersiapkan generasi baru untuk menghadapi era perdagangan bebas. Selain itu juga, memasuki era industrialisasi yang sekaligus merupakan era kebangkitan nasional kedua, masyarakat Indonesia dituntut untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kemampuan sosial maupun teknik yang mampu mengantisipasi perkembangan zaman.
Disamping memiliki tujuan, UNESCO sebagai organisasi internasional juga memiliki program .adapun program dari UNESCO yaitu Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 Maret di Jomtien Thailand yang menyatakan pendidikan dasarsebagai berikut : “Pendidikan dasar merupakan lebih dari pada menyelesaikan pendidikan itu sendiri. Pendidikan dasar adalah pondasi pembelajaran seumur hidup dan pengembangan manusia dan atas dasar itu negara-negara dapat membangun secara sistematis tingkat pendidikan dan pelatihan selanjutnya”

Partisipasi peran UNESCO dalam pelaksanaan program pendidikan untuk semua di Indonesia dilakukan melalui pendidikan jarak jauh yang disesuaikan dengan kondisi geografi, demografi,dan budaya Indonesia.

Arief S Sadiman dan Rahardjo R dalam bukunya Kontribusi SLTP Terbuka menuju belajar seumur hidup di Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan untuk semua melalui pendidikan jarak jauh yang dilakukan di Indonesia sebagai berikut :
Kondisi geographis seperti tanah pegunungan yang sulit, keterpencilan dan keterasingan tempat dimana banyak orang tinggal dan kekurangan sistem pendidikan konvensional dalam memenuhi kebutuhan pendidikan membuat pendidikan jarak jauh menjadi solusi efektif untuk menjangkau tempat yang tak terjangkau itu, Beberapa pertimbangan penggunaan metodelogi efektif dalam pendidikan dan pelatihan yang beragam diperlihatkan oleh sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTP Terbuka).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi sembilan negara berkembang berpenduduk terbesar di dunia, bertema Education For All, yang diselenggarakan di New Delhi, India, pada bulan Desember 1993, dihasilkan sebuah komitmen bersama terhadap pengembangan sumber daya manusia, dengan menghormati keanekaragaman kebudayaan. Di dalam The Delhi Declaration yang ditandatangani Presiden Soeharto beserta pemimpin delapan negara lainnya, pada tanggal 16 Desember 1993, dinyatakan bahwa : “Pendidikan merupakan jalan utama bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan universal, kualitas sumber daya manusia, dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya”.

Dalam era globalisasi, masyarakat dunia semakin bergantung satu sama lain baik secara ekonomi, sosial, politik maupun ekologis, sehingga semakin dituntut adanya saling pengertian dan kerjasama antar bangsa dan antar budaya. 

UNESCO (United Nation Educational Scientific and Cultural Organization) sebagai sebuah badan internasional di dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sudah sejak lama menjadikan pendidikan ini sebagai salah satu kepeduliannya. Kepedulian tersebut antara lain tertuang di dalam rekomendasinya tentang :

“Pendidikan untuk saling pengertian internasional, kerjasama dan perdamaian dan pendidikan berkenaan dengan hak asasi manusia dan kemerdekaan asasi”

Didalam rekomendasi UNESCO tersebut menyatakan bahwa pendidikan hendaknya diarahkan kepada pengembangan manusia seutuhnya. Pendidikan juga harus meningkatkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan antar semua bangsa, kelompok suku dan agama, serta hendaknya mengembangkan lebih lanjut kegiatan pemeliharaan perdamaian PBB.
Untuk itu, maka perlu dikembangkan Pendidikan yang mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Kesadaran tentang peningkatan saling ketergantungan, antar masyarakat dan bangsa.

2. Kesadaran bahwa tidak hanya hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pribadi, kelompok masyarakat dan bangsa-bangsa antara satu dengan yang lainnya.

3. Mengembangkan dimensi internasional dalam pendidikan pada semua peringkat dan dalam semua bentuk.

4. Pengertian dan penghormatan terhadap semua umat manusia, budaya mereka, peradaban nilai dan jalan hidup, termasuk budaya etnik setempat dari bangsa-bangsa lain.

5. Kesiapan setiap pribadi untuk berperan serta dalam memecahkan masalah masyarakatnya, negaranya dan dunia yang luas.

6. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain.

7. Pengertian terhadap perlunya solidaritas dan kerjasama internasional.

Pengembangan pendidikan global ini sesuai dengan rekomendasi UNESCO, rekomendasi tersebut bahkan dikukuhkan kembali dalam Konferensi Internasional tentang pendidikan oleh UNESCO, di Jenewa pada bulan Oktober 1994. Dalam salah satu keputusannya yang tertuang dalam dokumen UNESCO Integrate Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy, Genewa, October 1994, dinyatakan :

1. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada di dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat, dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain.

2. Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antar pribadi-pribadi dan masyarakat.

3. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan penyelesaian konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Oleh karena itu maka pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik, sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.

4. Pendidikan hendaknya menanamkan perasaan solidaritas dan kesamaan pada peringkat nasional dan internasional, dalam perspektif pembangunan yang seimbang dan lestari.

Melalui pendidikan dikembangkan nilai-nilai yang memberikan prioritas terhadap kelestarian lingkungan, saling ketergantungan global, keadilan sosial untuk semua warga dunia, perdamaian, hak azasi manusia, proses ekonomi yang menguntungkan semua penduduk dunia secara global, serta pengembangan sosial dan budaya, para peserta didik diberi kemampuan untuk mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk bertindak secara dewasa, menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dengan komitmen untuk menciptakan masa depan yang positif  bagi diri mereka, masyarakat dan dunia.
Ada 3 (tiga) lembaga utama dalam organisasi UNESCO, yaitu : General Conference (Konfrensi Umum), Executive Board (Dewan Eksekutif), serta Sekretariat. 

Tujuan utama UNESCO adalah memberikan sumbangan kepada perdamaian dan keamanan di dunia dengan menggalakkan kerjasama diantara bangsa-bangsa dengan tujuan mempertinggi keadilan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi untuk mencapai keadilan , respek terhadap hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan yang mendasar yang oleh Piagam PBB telah di sahkan bagi bangsa-bangsa di dunia tanpa membeda-bedakan ras, etnis, agama, bahasa dan gender.

Untuk merealisasikan tujuannya tersebut UNESCO memperluas dan mengarahkan pendidikan, sehingga rakyat di semua negara bisa melaksanakan pembangunan secara lebih efektif, membantu dalam penciptaan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber-sumber alam secara lebih baik, mendorong nilai budaya nasional dan pelestarian warisan budaya, sehingga bisa memanfaatkan modernisasi sebesar-besarnya tanpa kehilangan jati diri dan keragaman budaya, mengembangkan komunikasi untuk arus informasi yang bebas dan penyebarannya yang lebih baik, tanpa menghambat kebebasan menyatakan pendapat dan menggalakan ilmu sosial sebagai alat untuk melaksanakan hak-hak asasi, keadilan, dan perdamaian.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO melalui KNIU.  Secara umum KNIU berfungsi sebagai wadah non-struktural dalam penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan kebijakan umum pemerintah yang menyangkut kerjasama dengan UNESCO, sedangkan tugasnya melancarkan kerjasama dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendidikan, sains teknologi, sosial budaya, dan komunikasi dalam rangka program pemerintah dan program UNESCO. Dalam sektor pendidikan di Indonesia UNESCO menitikberatkan pada : 

1. Pendidikan Dasar 

2. Pendidikan Menengah, Pendidikan Teknik dan Kejuruan 

3. Pendidikan Tinggi

4. Kebijakan dan Strategi Pendidikan 

5. Promosi Kualitas Pendidikan 

Indonesia telah banyak mengambil manfaat menyangkut upaya peningkatan kualitas intelektual sumber daya manusia disamping meningkatkan kerjasama antarbangsa melalui program kegiatan UNESCO dengan mengirimkan wakil-wakilnya untuk berperan serta aktif dalam konferensi, seminar, workshop, pelatihan, penelitian, kunjungan studi baik berskala internasional, regional maupun nasional.
 

Keanggotaan Indonesia dalam UNESCO telah berlangsung sejak tahun 1950. Pada tahun 1952 dibentuk panitia nasional Indonesia untuk UNESCO dengan SK Mendikbud Nomor 37978/KAB tanggal 20 Oktober 1950, tujuannya untuk mengurus kerjasama dengan UNESCO dan mewakili pemerintah Indonesia dalam badan tersebut. Pada tahun 1977 sesuai dengan perkembangannya kata panitia berubah menjadi lembaga dan pada akhirnya menjadi komisi, yaitu Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU).

KNIU berperan serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan serta kesejahteraan manusia secara umum dengan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan UNESCO yang bertujuan untuk mengedepankan pengetahuan dan pengertian manusia secara timbal balik, memberikan motivasi yang segar bagi pendidikan dan menyebarluaskan budaya, serta melindungi, meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan. Memainkan peran dalam tugas-tugas UNESCO, khususnya dalam memformulasikan dan melaksanakan program-program UNESCO.

Koordinasi KNIU dilakukan juga dengan berbagai departemen/instansi yang terkait, utamanya DEPLU, LIPI, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementrian Informasi dan Komunikasi, dan Kementrian Riset dan Teknologi.
UNESCO (2000) menetapkan 4 (empat) pilar pendidiakn yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu :
1. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know)

Pendidik sebaiknya berfungsi sebagai fasilitator, berfungsi sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan didikannya dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu pengetahuan maupun ilmu tertentu.
2. Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do)

Diharapkan peserta didik difasilitasi sarana yang menunjang untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya.

3. Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together)

Suatu usaha untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup bermasyarakat.

4.   Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be)
 

Sangat erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan serta kondisi lingkungan.

Salah satu bentuk konkret dari kerjasama antara UNESCO dan pemerintah Indonesia adalah usaha pemberantasan buta huruf melalui Paket A, B dan C dan juga program wajib belajar yang tadinya 6 tahun menjadi wajib belajar 9 tahun.

Pembangunan merupakan suatu usaha rakyat suatu negara sesudah mencapai kemerdekaan, dengan tujuan untuk mengisi kemerdekaan dengan jalan pembangunan pendidikan negaranya, dalam arti yang seluas-luasnya sehingga negara tersebut menjadi terdidik, kuat, besar dan makmur.

Secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan masyarakat dan warga negaranya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah terutama materilnya. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan pembangunan yang dicapai oleh sebuah masyarakat oleh sebuah masyarakat dalam bidang pendidikan.

Adapun pengertian dari pembangunan itu sendiri menurut Sukarna dalam bukunya Pembangunan Politik memberikan pengertian sebagai berikut :

Segala kegiatan yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik, lebih dinamis, lebih pragmatis sehingga mewujudkan tingkat kehidupan masyarakat dan bangsa yang menjadi suatu bangsa yang modern, yang mampuberhubungan baik secara nasional maupun internasionaldan memperoleh kehormatan.

Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya. Agar pembangunan menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri, maka pembangunan bergantung pada manusia dan struktur sosialnya. Jadi pembangunan bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka, tetapi juga pembangunan bergantung pada suatu proses emansipasi diri.
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, AR dalam bukunya Pembangunan Nasional Teori dan Strategi bahwa “Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir”.

Disamping memiliki tujuan, UNESCO sebagai organisasi internasional juga memilki program. Adapun program dari UNESCO yaitu : Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 Maret di Jomtien Thailand yang menyatakan pendidikan dasar sebagai berikut : “Pendidikan Dasar merupakan lebih dari pada menyelesaikan pendidikan itu sendiri. Pendidikan Dasar adalah fondasi pembelajaran seumur hidup dan pengembangan manusia dan atas dasar itu negara-negara dapat membangun secara sistematis tingkat pendidikan dan pelatihan selanjutnya.

Pada dasarnya strategi pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan yang diterapkan sekaligus bersama-sama dengan strategi dasar peningkatan mutu pendidikan pada saat yang bersamaan bersifat antagonis, yang oleh karenanya memerlukan upaya politis, ekonomi, motivasi yang bersifat ganda. Secara politis perlu kecermatan di dalam memilih skala prioritas pada tingkat Sekolah Dasar (SD), SLTP, SMU dan SMK, serta Perguruan Tinggi, strategi dasar mana yang memperoleh penekanan.

Secara ekonomis seandainya penyediaan anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan akan saling mengganggu dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam kondisi semacam ini, maka peranan relevansi dan efisiensi pendidikan harus ditonjolkan untuk memberi tekanan pada skala prioritas yang ditentukan oleh kebijaksanaan politis tersebut diatas. Lain halnya jika ketersediaan dana bagi keperluan pendidikan meningkat secara nyata, maka benturan antara upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan mudah dikurangi.

Pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk mengembangkan mutu kehidupan dan martabat manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, serta sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat. Proses pemberdayaan pendidikan merupakan pendekatan holistik yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia (baik orang dewasa maupun anak-anak) melalui sistem belajar-mengajar bagi peranannya di masa depan.

Dalam buku Sistem Pendidikan Nasional, Salimah dan Sudarsono menjelaskan tentang pendidikan, yaitu sebagai berikut : “Pendidikan mengandung arti semua perbuatan atau kegiatan usaha seseorang dalam melaksanakan tugasnya untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, serta kemampuan terhadap orang lain dalam hubungannya dengan peningkatan pengetahuan dan informasi”.

Dengan demikian, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses belajar-mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik secara individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya potensi dan kemampuan yang terdapat dalam diri peserta didik sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Pendidikan memegang peranan utama untuk kemajuan suatu bangsa, karena pendidikan dapat mempengaruhi arah masa depan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu negara merupakan modal utama untuk memajukan pembangunan nasional negara tersebut
. 

Hal ini dapat diartikan bahwa salah satu kunci utama kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dibekali pengetahuan dan keterampilan bagi peranannya dalam pembangunan di masa yang akan datang. Di sinilah letak peranan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan dasar-dasar untuk segala pendidikan sesudahnya. Kalau kita umpamakan SDM sebagai sebuah bangunan, maka pendidikan merupakan fondasi dari bangunan tersebut. Apabila bangunan tersebut akan kita bangun bertingkat, maka fondasinya harus lebih kuat lagi.

Pendidikan menurut Sikun Pribadi dalam bukunya Peranan Filsafat Pendidikan, didefinisikan sebagai berikut : “Usaha bersama yang sadar dan terencana untuk membantu agar manusia menemukan dan mengembangkan kepribadiannya ditengah alam semesta dengan sesama manusia”.
  Sedangkan pengertian sumber daya manusia dalam Kamus Bahasa Indonesia, edisi kedua yaitu : “Sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk produksi”.
  

Pendidikan mempunyai tujuan yang lebih dari sekedar mempersiapkan seorang pekerja yang produktif, lebih luas lagi proses pendidikan diharapkan sebagai suatu proses total untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan berfungsi untuk membina manusia, hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh pribadi manusia, termasuk mempersiapkan manusia sebagai anggota masyarakat, warga negara yang baik dan memiliki rasa persatuan. Selain itu pendidikan mempunyai fungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia, seperti yang diungkapkan Katarina Tomosevki, pelopor khusus untuk hak atas pendidikan, mengartikan pendidikan sebagai berikut : “Poduksi yang efisien dari sumber daya manusia”
, artinya pendidikan sebagai proses pengembangan kemampuan manusia memasuki era kehidupan baru. 

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kekuatan utama dalam pembangunan dan sekaligus sebagai tujuan pembangunan nasional, maka perlu ditingkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya insani. Kualitas manusia yang ingin dihasilkan melalui pendidikan yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kepribadian, disiplin, kerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, sehat jasmani dan rohani.
  

Memasuki era globalisasi ekonomi tahun 2020 tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia selain memperkuat mutu Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia, jika bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang kokoh persatuannya dan sejahtera kehidupannya.

Dalam UU RI No. 2 tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.

Sedangkan menurut Soewargana. O dalam bukunya Pendidikan mengungkapkan pandangannya : “Pendidikan pada hakekatnya adalah mempersiapkan generasi mendatang yang matang dan siap, dibekali ilmu pengetahuan serta keterampilan dan kemampuan jiwani dan jasmani, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab”.

Sedangkan menurut Sudirman, dkk dalam bukunya Ilmu Pendidikan menyatakan pendidikan adalah : “Usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental”.

Dalam konsep dunia ketiga, pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan, ini menandakan bahwa pendidikan tidak hanya berbicara konteks bagaimana individu tersebut menjadi cerdas, tetapi juga berbicara bagaimana pendidikan mampu memperbaiki struktur pembangunan nasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut argumen tersebut menjelaskan :”Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan yang berkaitan satu sama lain untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang dilakukan secara semesta, menyeluruh dan terpadu”.
 
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa yang berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945, yang berfungsi mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dijelaskan bahwa :

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Mutu dalam pengertian awam adalah kesesuaian antara kondisi hasil didik dengan keinginan dan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Pihak yang paling berkepentingan dengan hasil didik adalah orang tua peserta didik dan para calon pemakai hasil didik. Calon pemakai hasil didik itu dapat berupa industri dan lembaga-lembaga bisnis, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam arti luas.

Dalam arti umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang terlibat sebagai diantaranya : bahan ajar, metodelogi, sarana sekolah, dukungan administratif dan sarana pasarana sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis, dapat pula prestasi dibidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang seperti kedisiplinan, kebersihan, keakraban, dsb.

Indikasi pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang :

1. Menguasai keterampilan dasar.

2. Mampu berfikir secara rasional dan mandiri,

3. Menguasai pengetahuan umum dalam berbagai bidang,

4. Memiliki keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan.

5. Berperan serta secara aktif dalam masyarakat dan kebudayaan. 

6. Memiliki dan menghargai nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat dan dapat hidup di dalamnya.

Pendidikan merupakan investasi paling besar yang harus dilakukan. Negara miskin sumber daya alamnya seperti Jepang, Singapura dan masyarakat Eropa menjadi bangsa yang terhormat bukan karena sumber daya alamnya melainkan pendidikan. Menurut Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, fasli Djalal mengemukakan bahwa :

Keadaan Pendidikan Menengah di Indonesia saat ini tak ubahnya benang kusut. Indonesia masih berkutat pada masalah belum tercapainya pemerataan dan rendahnya kualitas hasil pendidikan, saat ini 44 juta penduduk Indonesia usia sekolah tidak terlayani pendidikannya atau putus sekolah. Indikator lain yang menunjukan bahwa pendidikan menengah di Indonesia berada pada titik kritis adalah banyaknya gedung sekolah yang rusak, selain itu jumlah siswa putus sekolah terus meningkat dan angka buta aksara semakin tinggi.

Seperti di ungkapkan oleh Bahrul hayat sebagai pemerhati pendidikan menjelaskan pendidikan di Indonesia sebagai berikut :

Pada saat ini mutu pendidikan menyangkut bukan hanya mutu lulusan dalam arti keterampilan dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bnagku sekolah, tetapi juga mempersoalkan mutu dari komponen dasar proses belajar-mengajaryaitu komponen guu, buku, teks, sarana maupun sarana pembelajaran, utamanya mutu kurikulum dan metode penyajian pelajaran. Pendidikan yang kurang bermutu dan efisien akan menyebabkan sumber daya manusia menurun dan tidak produktif.

Asumsi yang mengatakan ada keterkaitan antara pembiayaan pendidikan dengan mutu dan pemerataan pendidikan adalah benar. Dibuktikan bahwa mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia masih tergolong relatif rendah, karena profil dana untuk pendidikan memang menunjukan masih sangat rendah. Menurut Picus, Pengamat pendidikan, menyatakan bahwa :

Meningkatkan mutu pendidikan dasar memerlukan tersedianya berbagai faktor yang mendukung terjadinya proses pembelajaran, maksudnya adalah proses pembelajaran yang berkualitas, bukan sekedar asal berjalan. Jelas bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor masukan yang memberikan sumbangan yang sangat berarti pada peningkatan mutu proses pembelajaran, didukung oleh profesionalitas tenaga kependidikannya akan meningkatkan mutu pendidikan.
 
Sistem pendidikan nasional haruslah peka terhadap dinamika kehidupan berbangsa yang kini menuntut perubahan dipelbagai bidang, serta dinamika dari perubahan dunia yang dikenal sebagai gelombang globalisasi.
Pembangunan pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasr. Yakni pertama, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, kedua, relevansi, ketiga, peningkatan kualitas, dan keempat, efisiensi. Secara umum strategi itu dapat dibagi menjadi dua dimensi yaitu peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas pendidikan. Dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah.

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah melalui program wajib belajar (wajar) 9 tahun, yakni Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama 3 tahun. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan melek huruf dan masyarakat belajar. 
Angka putus sekolah di usia pendidikan dasar (SD) berkisar 600.000-700.000 tiap tahun 200.000 di antaranya merupakan anak kelas I-III. Hal ini berimbas pada program pemberantasan buta huruf di Indonesia menjadi tidak maksimal.
 Tahun 2003 jumlah penyandang buta huruf di Indonesia mencapai 18 juta orang. 

Masalah yang lazim ditemui yaitu bagaimana mempertahankan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah agar tetap bersekolah. Letak geografis Indonesia yang cukup luas dan sulit alat transportasi juga menjadi masalah pendidikan nasional. Sampai saat ini sekolah konvensional khususnya mulai tingkat SLTP dan SLTA apalagi perguruan Tinggi  masih terpusat di kota besar. Sementara di daerah masih jarang apalagi di desa-desa terpencil yang jauh disana. Jika kebetulan ada sekolah ini, mutu dan kelengkapan sarananya jauh tertinggal dari daerah perkotaan. Sedangkan penduduk Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Ini berarti anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi harus meninggalkan kampung halamannya dan bermukim dikota.
Selain itu keterbatasan sumber belajar, sarana belajar, tenaga guru, kesejahteraan guru, pengelolaan yang kurang profesional menjadikan kompleksitasnya sistem pendidikan nasional. Disini perlusegera dicari berbagai alternatif pendidikan.
Akan tetapi mungkinkah program pemerintah tersebutdapatberjalan mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan 8% dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Sementara dinegara-negara tetangga mematok anggaran 25% untuk sektor pendidikan.

Menurut Firdaus, S. Sebagai penanggung jawab program pendidikan luar sekolah di Yayasan Remaja Masa Depan Jakarta Selatan menjelaskan pengertian anak putus sekolah dan penduduk yang buta huruf sebagai berikut :

Pengertian anak putus sekolah adalah seorang anak usia sekolah antara 7-21 tahun yang tidak bersekolah karena idak mampu membayar biaya sekolah sebab keluarganya miskin sebagian besar menjadi pekerja anak, termasuk anak jalanan dan sebagian lagi menganggur sedangkan, pengertian penduduk buta huruf adalah sekumpulan orang yang mempunyai usia 10-44 tahun yang tidak dapat membaca dan menulis.

 Agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif, dan koperatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, kurikulum perlu dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi. Hal ini harus dilakukan agar sistem pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan tuntutan desentralisasi. Dengan cara seperti ini lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relefansi program pembelajarannya terhadap kepentingan daerah dan karakteristik peserta didik, tetapi tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum.

                  Pendidikan merupakan salah satu tujuan nasional. Menyadari pendidikan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dalam membentuk masa depan bangsa maka pemerintah harus melanjutkan dan memprioritaskan pendidikan dasar 9 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka UNESCO sebagai badan tetap PBB yang khusus menangani pendidikan dapat sejalan dengan Garis-Garis Besar Haluan sebagai kebijakan tentang pendidikan nasional.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik asumsi sebagai berikut:

1. UNESCO diberikan mandat khusus oleh majelis umum PBB untuk melaksanakan program-program pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan berdasarkan konvensi London, pada tanggal 4 November 1945.

2.  Keterlibatan UNESCO dalam menagatasi buta huruf di Indonesia merupakan bukti pertanggungjawaban UNESCO terhadap Indonesia sebagai salah satu anggotanya.

3. Kerjasama UNESCO dengan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan, diharapkan dapat mengurangi buta huruf di Indonesia. 
2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, perumusan masalah serta asumsi yang dikemukakan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

“Jika UNESCO melalui program Pendidikan Untuk Semua (PUS) berupa Paket A dan B serta SLTP Terbuka dilaksanakan secara optimal, maka  buta huruf dapat diatasi. Ditandai dengan menurunya jumlah buta huruf di Indonesia”.
3.     Operasional Variabel dan Indikator 



4.      Skema Kerangka Teoritis
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Dari rumusan hipotesis diatas maka selanjutnya untuk membantu menganalisa penelitian, kiranya diperlukan definisi operasional tentang konsep yang menyangkut hipotesis diatas. Definisi operasional tersebut adalah : 

1. Program PUS yang dilakukan oleh UNESCO menjadikan pendidikan sebagai media untuk jaringan seluas-luasnya dalam hal memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia di Indonesia serta mendesak pemerintah Indonesia agar menjalankan komitmennya yang sudah disepakati di Jomtien Thailand.

2. Menyadari pendidikan sebagai salah satu tujuan nasional utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dalam membentuk masa depan bangsa, maka pemerintah harus melanjutkan dan memprioritaskan universalisasi pendidikan dasar 9 tahun (wajar Dikdas).

3. Di Indonesia PUS diimplementasikan melaui jalur pendidikan formal maupun non formal, melalui pendekatan formal program wajar dikdas dilaksanakan pada tingkat SD dan SLTP. Sementara pendekatan non formal, dilaksanakan menggunakan Paket A dan B.

E.      Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:
a. Metode Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena dari sudut sebab-akibat secara ilmiah. Agar lebih jelas dalam memahami perubahan kemajuan yang aktual, maka dalam hal ini penulis dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif, karena metode ini di dalam usahanya untuk mengumpulkan data-data yang kemudian disusun dan diklasifikasikan untuk menjadi dasar analisa selanjutnya.
2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukannya melalui studi pustaka (Library Research). Bahan-bahan yang dikaji tersebut berupa buku-buku yang bersifat umum, artikel-artikel, majalah, data-data statistik serta berbagai penerbitan lainnya.
F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
Jl. Dr.Rajiman. Bandung
b. Badan Pusat Statistik Bandung

JL. PH. Mustopha
2. Lamanya Penelitian

Lamanya penelitian ini berlangsung selama 16 bulan, dari bulan Juni 2004  sampai bulan Desember 2005, dengan perincian seperti pada tabel berikut :

G. Sistematika Penulisan
Urutan Pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I.     Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini. Khususnya masalah buta huruf,  dimana masalah ini dapat membawa dampak pada merosotnya mutu pendidikan yang akhirnya dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini maka didirikanlah UNESCO.

BAB II.  Merupakan tinjauan Pustaka. Dimana bab ini menguraikan objek penelitian variabel independen, yaitu membahas tentang gambaran umum mengenai UNESCO, serta aktifitas UNESCO berkaitan dengan Pendidikan Untuk Semua di Indonesia.

BAB III.   Bab ini berisi uraian dan informasi mengenai masalah yang dijadikan variabel dependen, yaitu sejarah tentang pendidikan di Indonesia mengenai sistem pendidikan di Indonesia, mutu pendidikan di Indonesia serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. 

BAB IV.    Bab ini berisi tentang verifikasi data, dimana dalam bab ini membahas tentang kontribusi yang dilakukan UNESCO dalam menagatasi buta huruf di Indonesia, kendala yang dihadapi UNESCO dalam menagatasi buta huruf di Indonesia, Kebijakan UNESCO dan Depdiknas Dalam Mengatasi Buta Huruf di Indonesia, Evaluasi berkurangnya buta huruf di Indonesia, dan Prospek berkurangnya buta huruf di Indonesia.
BAB V.  Merupakan bab kesimpulan, dimana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab IV  dan bab-bab sebelumnya.
Data Mengenai programPendidikanUntuk Semua (PUS) di Indonesia.





Data Mengenai SLTP Terbuka serta Paket A dan B.








Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Indonesia.








2  SLTP Terbuka serta   Paket A dan B





Variabel Bebas :


Jika UNESCO melalui program pendidikan untuk Semua (PUS) berupa paket A dan B serta SLTP Terbuka dilaksanakan secara optimal





Indikator


 (Konsep Empirik)





Variabel


  (Konsep Teoritik)





Verifikasi


(Konsep Analisa)





Variabel Terikat :


Maka buta huruf dapat diatasi ditandai dengan menurunnya buta huruf di Indonesia.





Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO dalam mengatasi buta huruf di Indonesia 














2 Hasil yang Dicapai Oleh UNESCO dalam mengatasi Buta huruf di Indonesia








Data mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah indonesia dan UNESCO dalammengatasi buta huruf di Indonesia.





Data mengenai hasil yang dicapai oleh UNESCO dalammengatasi buta huruf di Indonesia.





UNESCO





INDONESIA





Program UNESCO:


Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Indonesia.


2  Pencanangan Program   Wajib Belajar Sembilan Tahun.


3  Pemberantasan Buta huruf dan Anak putus Sekolah melalui program Paket Adan B.


4 Perbaikan dan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.





Anak putus Sekolah  sebanyak 600.000-700.000


Buta huruf   sebanyak 18 juta jiwa.








Menurunkan Jumlah Anak Putus Sekolah dan Buta Huruf di Indonesia ,menjadi 16 juta untuk Buta huruf dan 150.000 orang setiap tahunnya untuk Anak putus sekolah.
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